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BAB I  

PENDAHULUAN 

       

A. Latar Belakang  

 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu substansi penting 

perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah Komisi 

Yudisial.1  

 Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk 

berdasarkan amandemen ketiga konstitusi yang diatur dalam Bab IX 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B 

yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman. Ide pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia dalam rangka 

mengontrol kekuasaan kehakiman semakin menguat pasca era reformasi.2 

Apalagi dengan berlakunya peradilan dengan sistem satu atap yang berpusat 

pada Mahkamah Agung. Kondisi tersebut menyebabkan harus adanya 

Checks and Balances  pada setiap lembaga negara, sehingga munculah ide 

pembentukan lembaga baru tersebut.3 

                                                             
1   http:Jakarta kompas  penegakkan  hukum di Indonesia.com   
2 Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan 

Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan 47 (4),2017,hlm. 498, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1585.  
3   Sirajuddin dan Zulkarnain,2017,  “ Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik”, Citra 

Aditya Bakti, ,Bandung,hlm 70-71.  

http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1585
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 Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia dalam sistem kekuasaan 

kehakiman merupakan suatu reaksi dari masyarakat terhadap lembaga 

peradilan yang ada karena kekecewaan terhadap independensi peradilan. Hal 

ini dapat di lihat pada masa orde lama dan orde baru pada saat itu Presiden 

Soekarno maupun Presiden Soeharto kerap melakukan intervensi terhadap 

perkara-perkara tertentu dalam proses peradilan.4 

 Keberadaan Komisi yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat 

penunjang (auxiliary organ) terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan 

UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat 

dengan lembaga negara seperti presiden, DPR dan lembaga negara yang 

lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi 

kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.5 

 Adanya kesalahpahaman Mahkamah Agung mengenai penafsiran 

yuridis tentang tugas pengawasan perilaku hakim, karena kewenangan untuk 

mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dalam artiannya, 

sehingga yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan 

atas putusan hakim. Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah 

wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh 

Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim.   

 Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur kekuasaan di 

Indonesia selain kekuasaan esksekutif dan kekuasaan legislatif. Ketiga 

cabang tersebut saling berhubungan satu sama lainnya baik dengan konsep 

                                                             
4    Sebastian Pompe, 2012, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Lembaga Kajian dan 

Advokasi untuk Independensi Peradilan,Jakarta,hlm 98 
5 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

(Jakarta: Konstitusi Press,2006), cetakan ke-1, hlm.10 
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pemisahan kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan 

(distribution of power).6 

 Pengaturan kekuasaan kehakiman secara tegas disebutkan dalam Pasal 

24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi: “ Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum keadilan”. Cangkupan kekuasaan kehakiman 

diuraikan lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (2) yang menyebutkan: 

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. 

 Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945, diketahui 

bahwa pelaksana kekuasaan mencangkup dua lembaga utama yaitu 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sementara Mahkamah Agung 

membawahi beberapa institusi peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kedua lembaga 

pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi 

tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah ada sejak 

pembahasan RUU Tahun 1968. Saat itu sempat diusulkan pembentukan 

Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan 

                                                             
6 Jimly Asshiddiqie,2006,Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 23.  
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berfungsi memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan terakhir 

terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan hukuman 

jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung maupun 

oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut tidak berhasil menjadi materi 

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Gagasan ini kemudian kembali muncul saat reformasi di tahun 

1998.7 

 Melalui Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2001 

disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur secara khusus 

dalam pasal Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial mempunyai 

wewemamg utama yaitu mengangkat hakim agung. Pengaturan Komisi 

Yudisial tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan 

kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi 

logis dari dianutnya paham negara hukum. 

 Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan terhadap UUD 

1945 berubah secara radikal apabila dibandingkan sebelum perubahan. Ada 

empat perubahan penting dalam struktur kekuasaan kehakiman setelah 

perubahan ke-tiga UUD 1945. Pertama, apabila sebelum perubahan UUD 

1945 jaminan kekuasaan yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya, 

maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebut dalam 

batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman 

tidaklagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (judicial 

power), karena disampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga sebagai 

                                                             
7 https://www.komisiyudisial.go.id/fromtend/static_content/history  

https://www.komisiyudisial.go.id/fromtend/static_content/history
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pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat 

mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang 

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki 

kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya wewenang 

kekuasaan kehakiman dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 

untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan dalam 

pemilihan umum.  Salah satu diwujudkan dengan cara menjamin pengusulan 

hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinius hakim-hakim.  

 Setelah terjadi perubahan UUD 1945,struktur ketatanegaraan Indonesia 

berubah secara signifikan, karena ada lembaga-lembaga baru seperti Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstiusi (MK) dan Komisi Yudisial 

(KY).    

 Berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 disebutkan Komisi 

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Atas 

keberlakuan pasal tersebut maka ketentuan mengangkat hakim agung yang 

menjadi kewenangan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.   

 Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan 

beberapa kewenangan Komisi Yudisial, maka diganti ketentuan Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2011 tentang Komisi Yudisial. Hal ini karna terjadi sengketa 

berkepanjangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Apabila 

ditelaah perubahan undang-undang tersebut justru tidak ada penambahan 

wewenang Komisi Yudisial khususnya dalam hal pengangkatan hakim. 

Dimana Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi dan pengangkatan 

terhadap hakim peradilan tingkat pertama.  

 Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, 

Mahkamah Konstitusi juga seolah memupuskan angan-angan Komisi 

Yudisial untuk terlibat lebih jauh dalam proses seleksi calon hakim di tiga 

lingkungan peradilan.8 Adapun amar putusan tersebut menyebutkan bahwa 

mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam hal :  

Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa 

“dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa 

“dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama, bertentangan dengan UUD Tahun 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

Pasal 14 Ayat (2) dan Ayat (3) sepanjang frasa “bersama” dan frasa 

“dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial 

dalam seleksi hakim tingkat pertama di tiga lingkungan peradilan melalui 

pengujian tiga paket UU Bidang Peradilan. Dengan begitu, kewenangan 

seleksi calon hakim tetap menjadi wewenang Mahkamah Agung. Atas 

                                                             
8 Hukum online, ‘‘8 Putusan MK Menarik Sepanjang 2015, dari dibatalkannya UU SDA, 

polemik sumpah advokat, hingga rumusan delik aduan dalam KUHP ”, 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56811a92f17c8/8-putusan-mk-menarik-sepanjang-

2015, diakses pada tanggal 27 Mei 2021   

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56811a92f17c8/8-putusan-mk-menarik-sepanjang-2015
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56811a92f17c8/8-putusan-mk-menarik-sepanjang-2015
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dasar putusan tersebut maka wewenang Komisi Yudisial dalam hal  

pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama tidak berlaku lagi. Putusan 

tersebut juga mengakomodir dissenting opinion yang dikemukakan oleh I  

dewa Gede Palguna, seseorang hakim konstitusi yang tidak sependapat 

dengan amar putusan.  

 Dalam hal pengusulan hakim, meskipun konstitusi hanya memberikan 

kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim 

agung saja, namun berdasarkan ketentuan tiga undang-undang bidang 

peradilan tahun 2009,menyatakan Komisi Yudisial juga diberikan 

wewenang yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama Mahkamah 

Agung memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi pengangkatan 

hakim pada Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 

Pengadilan Negeri. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 14A Ayat (2) UU 

No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan, “Proses 

seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh 

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisal”, kemudian pada ayat (3) 

menyebutkan, “ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur 

bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.  

 Berdasarkan tiga undang-undang bidang peradilan tahun 2009 telah 

memberikan perluasan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk 

melakukan pengusulan hakim baik di lingkungan peradilan Agama, 

peradilan Umum, maupun peradilan Tata Usaha Negara. Maka sudah 

menjadi kewajiban bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan kewenangan 

itu dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka melaksanakan proses seleksi 
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hakim, dibutuhkan sebuah sistem yang baik guna menghasilkan para 

hakim yang mempunyai kriteria-kriteria yang ideal, misalnya kepribadian 

yang adil, tidak tercela, prefesional, berintegritas, dan mempunyai 

pengalaman  di bidang hukum. Baik tidaknya seorang hakim salah satunya 

adalah ditentukan oleh sistem pengusulan. Pengusulan menjadi sebuah 

pintu pertama untuk mengetahui kualitas dan integritas seorang hakim 

agung yang nantinya akan melaksanakan tugas kehakiman yaitu 

menegakkan hukum dan keadilan.   

 Dengan demikian dapat dilihat bahwa dengan adanya Komisi Yudisial 

dapat melahirkan penilaian yang lebih objektif, mengurangi kemungkinan 

adanya kecurangan berupa tindak nepotisme dan sebagai upaya preventif 

Komisi  Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Berdasarkan hal 

tersebut di atas maka penulis melakukan penelitian dalam menyusun 

skripsi dengan judul :“ PENGUSULAN HAKIM MELALUI 

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.”  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana proses seleksi calon-calon Hakim di Komisi Yudisial 

dalam sistem ketatanegaraan ? 

2. Bagaimana pengusulan Hakim Agung oleh Komisi Yudisial ke 

Dewan Perwakilan Rakyat?  
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk menganalisis proses seleksi calon Hakim di Komisi Yudisial 

dalam sistem ketatanegaraan.   

2. Untuk menganalisis pengusulan Hakim Agung oleh Komisi 

Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat 

 

D. Metodologi Penelitian 

 Untuk dapat menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria 

sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. 

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka diterapkan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan 

perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakupi : 

a. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer 
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terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 

Bahan – bahan hukum primer yang terutamalah bukanlah putusan 

peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan, 

yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 

karna semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak 

boleh bertentangan UUD tersebut. 

Adapun bahan hukum primer sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

Pasal 24A Ayat (3) : Calon hakim agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai hakim agung oleh Presiden. 

Pasal 24B : 

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga 

dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, 

serta perilaku hakim. 

2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela. 
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3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi 

Yudisial diatur dengan undang-undang.  

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi 

Yudisal  

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung. 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum. 

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama.  

7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial.   
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b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang 

hukum. Publikasi tentang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan. Bahan hukum  sekunder yang terutama adalah buku 

teks karna buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu 

Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana   yang 

mempunyai kualifikasi tinggi. 9   

 

3. Analisis Data 

 Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yaitu 

mengumpulkan semua data yang diperlukan dari bahan hukum primer 

dan sekunder.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, … hlm. 141-142  
10 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 25 


